MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII1/2020

Tentang

Konstitusionalitas Kedudukan Panglima sebagai Pimpinan Tentara Nasional Indonesia

Pemohon . Aristides Verissimo de Sousa Mota

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).

Pokok Perkara . Kedudukan Panglima TNI yang diatur dalam Pasal 1 angka 10,
Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal
14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 19 UU 34/2004
bertentangan dengan jaminan hak atas rasa aman yang diatur
dalam Pasal 28G, jaminan hak untuk hidup sejahtera lahir batin
yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1), dan jaminan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia yang diatur dalam Pasal 281 ayat (4) UUD 1945;

Amar Putusan . Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan . Rabu, 22 Juli 2020.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang mendalilkan dirinya berhak
memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak
sejalan dengan UUD 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguiji
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon
tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik aktual maupun potensial
berkaitan dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon hanya menjelaskan
bahwa sebagai warga negara Indonesia dirinya berhak untuk memberikan pendapat atas
hal-hal yang dinilai Pemohon tidak sejalan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah,
meskipun setiap warga negara bebas menyatakan pendapat sebagaimana didalilkan
Pemohon, namun dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah, Pemohon harus memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, sehingga dalam
permohonannya Pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusionalnya
dan kerugian dimaksud harus terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Dalam
permohonannya Pemohon lebih banyak menguraikan ketentuan dalam Undang-Undang
a quo yang terkait dengan peran, fungsi dan tugas TNI tanpa menjelaskan pertentangannya
dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian;

Dalam persidangan pendahuluan tanggal 18 Mei 2020 Majelis Panel telah memberi
nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukum, namun dalam



perbaikan permohonan, Pemohon masih belum dapat menguraikan kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Pemohon juga tidak dapat
menjelaskan hubungan sebab akibat (causal veband) antara kerugian yang dialaminya
dengan berlakunya Undang-Undang a quo;

Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan anggapan kerugian konstitusional
sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka Mahkamah berkesimpulan
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa
dalil Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.



